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A. Latar Belakang

Organisasi atau badan publik dewasa ini menghadapi dua tantangan besar,
institusi perguruan tinggi tidak terkecuali. Pertama, meningkatnya proses
transmisi dan pertukaran informasi antar unit di dalam organisasi (internal pull).
Kedua, meningkatnya tekanan dari lingkungan eksternal yang menuntut tingkat
partisipasi dan transparansi lebih besar dalam pengelolaan pelayanan publik
(external push).

Dalam konteks kehumasan, profesionalisme hubungan masyarakat (humas)
sebagai ujung tombak pengelolaan informasi dibangun melalui peningkatan
kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM), penguatan struktur dan
infrastruktur, sistem dan prosedur, komunikasi organisasi, audit komunikasi,
serta manajemen komunikasi krisis. Semua hal tersebut dimaksudkan untuk
menciptakan tata kelola kehumasan dalam organisasi atau badan publik yang
efektif.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 3, sebagai dasar yuridis
kehumasan, mengamanatkan bahwa setiap badan publik harus membangun
dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola
informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
Pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dimaksud mengacu pada
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

Sebagai konsekuensinya, humas perguruan tinggi dituntut untuk dapat
menjawab tantangan sekaligus menunjang pencapaian visi dan misi perguruan
tinggi yang bersangkutan dalam rangka mewujudkan tata kelola kehumasan
yang efektif. Dengan demikian, fungsi humas perguruan tinggi adalah
menunjang aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan perguruan tinggi
tersebut melalui komunikasi yang intensif sebagai kegiatannya yang utama.
Oleh karena itu, humas perguruan tinggi harus mampu membangun hubungan
harmonis antara perguruan tinggi yang diwakilinya dan khalayak publik dengan
tujuan agar tercipta citra positif, hubungan saling menghargai, dan memupuk
toleransi di antara kedua belah pihak.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, perlu adanya pengembangan Pedoman
Penyelenggaraan Kehumasan di lingkungan UPI yang ditujukan dalam rangka
penguatan tata kelola penyelenggara kehumasan. Selain itu, pedoman tersebut
dimaksudkan pula untuk membangun harmonisasi dan sinergitas di antara
unit-unit kerja di lingkungan UPI yang memiliki tugas pokok dan fungsi
beririsan dengan tugas pokok dan fungsi kehumasan.






















































